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SOP PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBL[K/&’ o0~ ;

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi;

Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

1.

w

Memahami prosedur pengelolaan permohonan
informasi;

Memahami tentang pelayanan informasi publik
Pelaksana Umum;

Memahami aturan / Juknis pelaksanaan.

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

tidak akan tercapai.

1. | SOP Pelayanan Informasi Publik. 1. | Komputer/Laptop;
2. | Printer;
3. | ATK;
4. | Internet;
5. | Handphone;
6. | Formulir Pengajuan Keberatan informasi;. ]
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. | Jika SOPini tidak dilaksanakan maka pemohon informasi | 1. | Buku catatan informasi;
tidak akan terlayani dengan baik serta pelayanan prima | 2. | Dokumen Daftar Permohonan Informasi;
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